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Penelitian ini membahas kebutuhan reformulasi Informed Consent berbasis 
keadilan sosial dalam hubungan dokter dan pasien. Kebutuhan beranjak dari absennya 
keadilan pada aktualisasi Informed Consent. Peraturan perundang-undangan yang 
relevan belum berpijak kepada keadilan tersebut. Disharmoni antar peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang Informed Consent menimbulkan 
kerancuan penerapan Informed Consent dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
yang berkeadilan. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan 
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis 
bahan hukum menggunakan metode deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian Nampak bahwa aktualisasi Informed Consent 
belum berbasis keadilan sosial yang disebabkan oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut: 
Pertama, pengistilahan hukum Informed Consent yang tidak konsisten. Kedua, 
kewenangan dalam memberikan tindakan medis pada pasien tidak hanya oleh dokter 
atau dokter gigi tetapi juga tenaga kesehatan lainnya. Ketiga, ketercukupan 
pengetahuan, idealita komunikasi, dan kesetaraan informasi pada Informed Consent 
belum terbangun. Untuk mewujudkan Informed Consent berbasis keadilan sosial 
mensyaratkan peninjauan undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran sebagai undang-undang yang mengatur hubungan dokter dengan pasien. 
Dalam Pasal 2 undang-undang a quo rumusannya diubah menjadi “Praktik 
kedokteran didasarkan pada asas (i) Keadilan Sosial; (ii) Kesetaraan; (iii) 
Kemanfaatan; (iv) Kemanusiaan; dan (v) Perlindungan dan keselamatan pasien.” 
Penelitian ini merekomendasikan pemahaman kekhususan kontrak hubungan 
dokter dan pasien oleh pembentuk undang-undang, pelaku penyelenggara pelayanan 
kesehatan serta masyarakat sebagaimana dilandaskan pada unsur norma, etis, dan 
estetis sehingga keadilan sosial mampu dijadikan dasar pelaksanaan Informed 
Consent dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu perlu juga dilakukan 
peninjauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
untuk mengakomodir gagasan Informed Consent berbasis keadilan sosial dalam 
hubungan dokter dan pasien untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
 









This research discusses informed consent reform based on social justice in 
physician and patient relationships. The necessary begins from the absence of justice 
in the actualization of Informed Consent. Relevant legislation is not based on justice. 
Disharmony between regulations of Informed Consent leads to confusion of the 
Informed Consent application in the performance of equitable health services. 
This research is a presciptive legal research with approach of law, case 
approach, and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in 
this research is literature study. The technique of analysis of legal materials used by 
researchers is the method of deduction. 
Based on this research concludes that the actualization of Informed Consent is 
not based on social justice which can be shown through 3 (three) things as follows: 
First, the inconsistent terminology of Informed Consent. Second, the authority in 
providing medical treatment to the patient is not only physician but also another 
medical profession. Third, adequacy of knowledge, ideality of communication, and 
equality of information on Informed Consent is not constructed yet. To realize 
Informed Consent based on social justice requires the review of Law No. 29 of 2004 
on Medical Practice as a law that regulates physicians relationship with patients. In 
Article 2 of the a quo law the formula is changed to be"Medical Practice is based on 
the principle of (i) Social Justice; (Ii) Equality; (Iii) Utilization; (Iv) Humanity; And 
(v) Protection and patient safety. " 
This research reccomended the necessary to understand the specificity of the 
contract of physician and patient relationship by lawmakers, actors of health service 
providers and the community as based on the norm, ethical, and aesthetic elements so 
that social justice can be used as the basis of the implementation of Informed Consent 
in the provision of health services. In addition, there should also be a review of Law 
No. 29 of 2004 on Medical Practice to accommodate the idea of Informed Consent 
based on social justice in the relationship of physicians and patients for the 
performance of health services. 
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